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BUPATI ACEH SELATAN,

bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas daiam  pengelolaan
dan penggunaan dana nen kapitasi program jaminan }:esehatan nasional
yang telah menjadi pendapatan fasilitas puskesinas, maka perlu
menyesuaikan kembali petunjuk pembagian dana no1 kapitasi jaminan
kesehatan nasional;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 2rogram Jaminan
Kesehatan Nasional, dana non kapitasi dapat dimanfa:itkan kembaii yang
diatur dalam suatu Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 29 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program
Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan
jaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Liagkungan Daeran
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republi< Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan llegara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanbahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4280);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbe 1daharaan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenteng Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peinerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Te mbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perin bangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Taribahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2006 tentang Pz2merintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rumeh Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2C11 tentang Pemt entukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5432);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badar Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Repubiik Indonszsia Tanhun 2011
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teniang Pengeloiaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indoiiesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan luran Jaminan Kesehatan (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5372);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Janinan Kesehatan,

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasic nal Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatar (Lembaran Aceh
Tahun 2010 Nomor 4);



Menetapkan

18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupat:n Aceh Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaiman:: telah diubah tiga
kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor & Tahun
2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupiten Aceh Selatan
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dar: Tata Kerja Dinas-
dinas Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN A 'AS PERATURAN
BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA  PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasail

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Selatan
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan
Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat
Kesehatan Masyarakat dan jaringannya di Lingkingan Pemerintah
Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten A eh Selatan Tahun
2014 Nomor 29) diubah, sehingga keseluruhan Pasal -} berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

(1) Dana tarif non kapitasi program JKN yang telah ditransper ke
Rekening Puskesmas disetor kembali ke Kas Dasrah untuk gicatat
sebagai pendapatan daerah dari sektor retribusi.

(2) Dana tarif non kapitasi program JKN yang telah menjadi pendapatan
daerah dikembalikan seluruhnya kepada Puskesmas.

(3) Pencairan dana tarif non kapitasi yang telah diseior ke Kas Daerah
dapat dilakukan langsung bersamaan dengan penyetoran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelan melaiui proses
mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

(4) Pencairan dana tarif ron kapitasi sebagaimana di ‘naksud pada ayat
(3) sudah diterima oleh Puskesmas paling lamiat 1 hari setelah
diajukan SPM.

(5) Dana tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud p.ida ayat (2) dapat
digunakan langsung oleh Puskesmas untuk oembayaran jasa
pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan lainn /a.



Pasal il
Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai bulan . uli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk an pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da am Berita Daerah
Kabupaten.

Ditetapkan di Tapakt ian
pada tangga! {0 Desember 2014

'BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA [NDRA"
Diundangkan di Tapaktuan *
pada tanggal \0. Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
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